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PUTUSAN
Nomor 405/Pdt. G/2016/PA.TR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:
Pemohon, lahir di Tabalar Muara pada tanggal 25 Mei 1985, agama Islam,
Pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di
Kampung Tabalar Muara, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau,

sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, lahir pada tanggal 17 Juli 1991, agama Islam, Pendidikan SD,
pekerjaan  pramuniaga, bertempat di Kelurahan Bugis,
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksan alat bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara ini
seperti tertera dalam Putusan Sela Nomor 405/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 29
November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara;
1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah suppletoir

(sumpah pelengkap) dalam perisdangan yang berbunyi

” Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah Saya bersumpah, bahwa semua
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dalil dalam surat permohonan Saya dan apa yang Saya kemukakan dalam
persidangan adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya”;
2. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa Pemohon telah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan
sumpah yang dibebankan kepadanya dan telah mengucapkan sumpah tersebut
di hadapan persidangan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Bahwa  dalam kesimpulannya  Pemohon  menyatakan tetap
mempertahankan permohonannya dan menyatakan cukup dengan alat bukti
yang telah diajukan Pemohon di persidangan serta memohon agar Majelis
Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang
tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pengadilan agama perihal tersebut bersandar pada
apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak
menghadapnya Termohon tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan
yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Termohon yang telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang
menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil permohonan
Pemohon dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam
Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya sanggup
menghadirkan seorang saksi dan di depan persidangan Pemohon telah
mengucapkan sumpah pelengkap yang dibebankan kepadanya itu, maka
permohonan Pemohon tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah

berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan
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Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga
bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sudah sangat sulit untuk
diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan yang demikian
tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan
ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak
suami istri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas,
maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah
pecah dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak
Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T.
dalam Al- Quran surah Al Bagarah ayat 227 berbunyi :

Artinya Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati) untuk menalak, maka
sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui’.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon,
maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50
Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan
Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84
ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,
maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau
pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan tentang telah
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terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi

tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah

(PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk

dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut
sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1)
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku
serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir
Mengabulkan permohonan Pemohon verstek;

3. Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon
dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan
Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini
dihitung sebesar Rp. 491.000.00,-( empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 29 Shafar 1438 H., oleh Kami, Majelis Hakim Pengadilan Agama
Tanjung Redeb yang terdiri dari Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H.

Helman Fajry, S.HI,M.HI. dan Imam Safi’i, S.HI. masing-masing sebagai Hakim
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Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri pula

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

H. HELMAN FAJRY, S.HI,M.HI. RUKAYAH, S.Ag.

IMAN SAFIl, S.HI.

PANITERA,

DRS. ANWARIL KUBRA M.H.

Perincian biaya perkara:
1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00

2. Biaya Proses :Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi :Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.5 dari 5 hal.Put.405/Pdt.G/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.6 dari 5 hal.Put.405/Pdt.G/2016/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



